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PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dgl

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7210104205990001, tempat dan tanggal lahir Wajo, 02
November 1996 (umur 27 tahun), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxX XXXXX XXXXXX, bertempat
tinggal di KABUPATEN SIGI, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7210100804900002, tempat dan tanggal lahir Palu, 08 April
1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor
49/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX,

Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 59/10/VI1/2013, tertanggal 24 Juni 2013;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx hingga pisah rumabh;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup
sebagaimana selayaknya suami isteri namun belum di karuniai anak ;

4, Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat
memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan. Sejak saat itu hak dan
kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
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Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh petugas jurusita Pengadilan Agama Donggala, dan
ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut
hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sekaligus menyampaikan
kepada Penggugat mengenai syarat formil mengajukan gugatan sesuai dengan
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Penggugat menyatakan
menerima dan akan mengikuti seesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa setalah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim, selanjutnya
Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya
tersebut adalah sebelum jawaban dari Tergugat, maka dengan menunjuk pada
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272
Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar putusan
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
49/Pdt.G/2024/PA.Dgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Penutup
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab
1445 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.l.,M.H. sebagai Ketua
Majelis, Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.Il.,M.H., sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dwi
Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

dengan tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.l.,M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya. S.H.l.,M.H. Idris,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Sartono, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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